BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950, dan menurut penulusuran sejarah, sebelum kelahiran Polisi Pamong Praja, sudah ada Unit Organisasi di dalam Pemerintahan Daerah yang mengembangkan tugas-tugas sebagaimana yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Dewasa ini, bahkan sejak jaman kompeni dahulu kala tepatnya pada tahun 1620 Gubernur Jendral VOC telah membentuk Bailluw yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota, selain menangai ketertiban dan ketentraman warga kota, Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu Organisasi Kepolisian yang tersebar di setiap Karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Residen dan Asisten Residen, satuan baru lainnya yang disebut Bestuur Polite atau Polisi Pamong Praja di bentuk dorongan tugas membantu pemerintah Kewenangan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Pengungkapan Sejarah ini tidak bermaksud mempersiapkan Polisi Pamong Praja dengan Rezim Belanda, akan tetapi untuk lebih mempertegas kebenaran historis, dimana sistem pemerintahan pada zaman dan era mana saja selalu terdapat unit-unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam mengemban tugas Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam keberadaan serta perkembangan nama polsi pamong
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perkembangannya nama Polisi Pamong Praja telah beberapa kali terganti namanya yaitu:
1. Tahun	1948	disebut	“Detasemen	Polisi	Penjaga	Keamanan Kepanwonan".

2. Tahun 1950 disebut “Kesatuan Polisi Pamong Praja”.


3. Tahun 1962 disebut “Pagar Baya”.


4. Tahun 1963 disebut “Kesatuan Pagar Praja”.


5. Tahun 1974 disebut “Polisi Pamong Praja”.


6. Tahun 1999 s/d sekarang disebut “Satuan Polisi Pamong Praja”.

Perubahan nama Polisi Pamong Praja tersebut tentunya di pengaruhi oleh situasi dan kondisi negara pada waktu itu seperti halnya penetapan Satuan Polisi Pamong Praja yang terakhir disebabkan adanya Reformasi di bidang Pemerintahan Daerah, yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa disebutkan status Polisi Pamong Praja adalah sebagai bagian dari perangkat daerah.
Peran dan Fungsi Polisi Pamong Praja semakin jelas dan di perjelas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang mempunyai Tugas pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam rangka
 (
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menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Implementasinya sejalan dengan perkembangan dan Dinamika saat ini, tugas dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dengan menitik beratkan pada tugas-tugas sebagai berikut:
1. Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum.


2. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.


3. Pengawalan Pejabat/Orang-orang penting.


4. Penjagaan tempat penting.


5. Pelaksaan Operasi Patroli.


6. 	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban dan Pengangkatan Peraturan Daerah.
Sebagai ciri kekhususan Personal Pol PP dalam kelengkapan Pakaian Dinas mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas perlengkapan dan Peralatan.
Selanjutnya berbagai perkembangan serta dinamika tugas yang senantiasa di hadapi oleh Polisi Pamong Praja, keberadaannya telah memperlihatkan perubahan yang mendasar baik secara kelembagaan maupun dalam mengimplementasikan tugas pokok, fungsi, dan

kewenangannya, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peranan penting dan strategis kepada Polisi Pamong Praja pada setiap tingkatan pemerintahan sehingga Polisi Pamong Praja lebih di kenal masyarakat dan merupakan mitra utama Polri, TNI, dan masyarakat dalam mengemban tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
Perubahan dan Perkembangannya inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilannya dengan tetap berorientasi pada tugas pemerintahan daerah dalam melaksanakan program-program pemerintahan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, terlepas dari pelaksanaan tugas- tugasnya berdampak terhadap munculnya opini masyarakat yang pro maupun kontra akan tetapi sejauh menyangkut program-program yang dilaksanakan dalam berbagai operasi lapangan dan sesuai dengan koridor hukum, norma serta perintah atasan maka operasi tersebut sah adanya, harus didukung dan tidak perlu diragukan.
Dengan adanya kepercayaan terhadap Pol PP dari berbagai lapisan adalah merupakan tantangan yang harus dijawab dengan jujur dan profesionalitas seluruh aparatur Polisi Pamong Praja sehingga pada gilirannya dapat menampilkan citra dan wibawa Good Government menuju terwujudnya pelayanan prima.



3.1.2 Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

3.1.2.1 Visi

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon adalah “Terwujudnya Kabupaten Cirebon Tertib, Aman dan Tentram”
1. Tertib	: Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya	kepatuhan	kepada	hukum,	norma	serta kesepakatan umum.
2. Aman	: Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan.
3. Tenteram	: Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
3.1.2.2 Misi
Misi adalah serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan visi yang telah diterapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Jadi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon adalah :
1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman.
2. Pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.



3.1.3 Struktur Organisasi

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Paragraf 2 Pasal 27 yaitu Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
a. Kepala satuan;

b. Sekretariat Satuan terdiri atas:

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan;

2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

2. Seksi Kerjasama.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Apatur, terdiri atas :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat;

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

3. Seksi Sumber Daya Apatur.

f. UPTD ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 69, Seri D.18) sebagai berikut :
1) Kepala Satuan

Adalah pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi:
a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;

b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat serta norma-norma yang berlaku;

c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan;

d. Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok:

Memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Satuanmempunyai uraian tugas :
a. Menyelenggarakan koordinasi ketatausahaan, program dan pengembangan, penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
b. Menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
c. Menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dalam penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi Sat Pol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan kesisteman;

e. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sat Pol PP;
f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sat Pol PP; dan Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2) Sekretaris mempunyai fungsi :

a.  (
urusan
program,
keuangan,
umum
dan
urusan
program,
keuangan,
umum
dan
urusan
program,
keuangan,
umum
dan
)Perencanaan	kegiatan kepegawaian;

b. Pengelolaan	kegiatan kepegawaian;

c. Pengendalian	kegiatan

kepegawaian;


d. Pengkordinasian kegiatan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris (unsur pelaksana) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pokok di bidang Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
a. Merencanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi serta pelaporan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya;

c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

d. 	Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi serta pelaporan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang;

f. Mengoordinasikan pemeliharaan aset milik daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

h. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;


i. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;


j. Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

k. Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan laporan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

l. Mengoordinasikan pelaksanaan stándar pelayanan minimal penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas sekretariat;

o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.1.5 Sub Bagian/Sub Seksi

1. Sekretaris

Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:


a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sat Pol PP;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Sat Pol PP, meliputi penegakan peraturan Perundang-undangan daearah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya apatur dan perlindungan masyarakat;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan Perundangan-undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Unsur Pelaksana) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan Sat Pol PP. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Program;


b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan Perundangan- undangan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;

c. Melaksanakan penyusunan dan menghimpun RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Melaksanakan pencapaian stándar pelayanan minimal urusan penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Satpol PP;


f. Menyusun laporan dokumen perencanaan sektoral;


g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Program;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


2. Seksi Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:


a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Sat Pol PP; dan

b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan.

Sub bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Sub bagian Keuangan memiliki uraian tugas:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan;


b. Melaksanakan penyusunan bahan dan peyiapan anggaran Satpol PP;


c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satpol PP;

d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;


g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;


h. Melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Satpol PP;

i. Melaksanakan verifikasi keuangan;


j. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

k. Melaksanakan pengendalian adminstrasi perjalanan dinas pegawai;


l. Melaksanakan penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun;

m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Keuangan;


o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:


a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

c. Pelaksanaan adminstrasi, dokumentasi peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, kearsipan dan perpustakaan;

d. Pelaksanaan tugas kehumasan Satpol PP;


e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Satpol PP.


Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga dan umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;


c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Satpol PP;

d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;


f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Satpol PP;

h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat- surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

j. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;


k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat Satpol PP;

l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian;

m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
n. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;

o. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Satpol PP;


p. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;


q. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Satpol PP;


r. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

s. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.6 Satuan Bidang

3.1.6.1 Keteriban Umum dan Ketentraman Masyrakat (Tibumtranmas)

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah;

8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Sub Bidang Tibumtranmas

Sub Bidang Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Ketertiban Umum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketertiban Umum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketertiban Umum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketertiban Umum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Ketertiban Umum;
7. Menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat, acara-acara resmi, patroli rutin dan pengendalian keamanan ketertiban umum di seluruh wilayah;
8. Menyusun dan menyiapkan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa serta penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum;
9. Melaksanakan penyajian data dan informasi di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Sub Bidang Ketertiban Umum;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketertiban Umum baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3.1.6.2 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (GAKDA)

Bidang GAKDA (Penegakan Daerah) merupakan unsur pelaksana di Bidang Penegakan Hukum Daerah, berapa dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Tugas GAKDA melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta Penindakan. Fungsi GAKDA, yaitu:
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan; dan;
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penindakan.
Bidang GAKDA, terdiri atas 2:

1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

2. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan



Penyidikan dan Penyelidikan:

a. Analis hasil penanganan pelanggaran


b. Penyidikan


c. Analis pemeriksaan barang bukti

Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan:

Analis pengaduan masyarakat

3.1.6.3 Bidang Perlindunan Masyarakat (LINMAS)

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana, serta membina potensi masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. Pengumpulan dan pengolah data serta informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat;

3. Penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka SISHANKAMRATA;
4. Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penangulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
6. Pengkajian dan evaluasi data dan informasi dalam rangka pelasanaan perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban;
7. Pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban;

8. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
9. Penganalisaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Perlindungan Masyarakat Membawahi:

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, mobilisasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan perlindungan masyarakat.
Rincian tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat;
2. 	Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan ketahanan masyarakat;
3. Melaksanakan dan menghimpun data perlindungan masyarakat, perlawanan rakyat dan keamanan rakyat serta tingkat krimirrilitas;
4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitasi personil perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan seksi satuan linmas; dan

6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang perlindungan masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dalam menggali potensi masyarakat.
Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusun kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka menginventaris dan menyelenggarakan pelatihan bagi anggota satuan Linmas;
4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemelihara data dan arsip tentang satuan Linmas dan potensi Linmas di masyarakat;
5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan;
6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengupayaan aktifnya kembali Hansip desa;
7. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;

6. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Paragraf 3 Pasal 28 yaitu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

b. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. Pelaksanaan	evaluasi	dan	pelaporan	bidang	ketentraman	dan ketertiban umum;
e. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.1.7 Kegiatan Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
1. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.
2. Pemimpinan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.

3. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya.

5. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Penegakan Peraturan Daerah)
7. Pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
8. Pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu Negara.

Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.1.8 Keadaan Pegawai

Pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan sesuai dengan bidang yang di duduki, hampir seluruh pegawai di Satpol PP menaati seluruh SOP dan aturan yang berlaku di kantor tersebut, namun jumlah pegawai belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berjumlah 281 orang dengan rincian PNS 64 pegawai TKKD 97 pegawai dan TKS 120 pegawai.
3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian mengenai implementasi peraturan dalam melaksanakan Efektivitas Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Sekertariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, yang menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.
Dalam hal ini instrument kualitatif menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2008:223) menyatakan sebagai berikut:
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih harus dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif permasalahan di lapangan awalnya belum jelas dan pasti, maka menjadi Instrument adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan di pelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan sesuai dengan instrument. Penelitian kualitatif sebagai Human Instrument,

berfungsi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2008: 59-60).
Maka untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data.Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1) Observasi

Dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan atas cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara tatap muka antar peneliti dan informan, maupun melalui observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan Efektivitas Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Pada hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat

dinamis, namun terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan di bahas dalam penelitian.
3) Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008:240).
3.2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.Menurut Fachruddin (2009, hlm. 213) desain penelitian adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penetian tersebut, serta memberikan gambaran jika peneletian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan.

Nasution (2009:23) juga menyatakan bahwa “desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian.” Beliau mengemukakan kegunaan dari desain penelitian, yaitu:
1. Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
2. Desian itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian.
3. Desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam- macam kesulitan yang akan dihadapai yang mungkin juga telah dihadapi oleh peneliti lain.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang Efektivitas Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Dalam Upaya pengefektivitasan administrasi yang dilakukan dalam kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengetahui melalui Informan dan Teknik Pengumpulan Data.
3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Informan

Objek pada penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik purpoaive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini informan di bagi menjadi dua yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai

informan utama yang lebih mengetahui situasi focus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon :
a. Key Informan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

b. Informan pendukung

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

3.3.2 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam penelitian kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan fokus penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan data melalui beberapa proses teknik antara lain sebagai berikut:
1. Studi Lapangan terdiri dari :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian terjun langsung kelapangan sebagai partisipan atau non partisipan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mngejukan pertanyaan dan terwawancara (Key Informan dan Informan Pendukung) yang memberikan jawaban atas pertanayan itu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung melalui komunikasi dua arah dengan mengharapkan jawaban seungguhnya dari informan
c. Dokumentasi/Foto

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya.
2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang peulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator- indikator.
Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian Efektivitas Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, dijabarkan kedalam parameter indikator seperti tertera dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Konsep Peneitian


	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	



Efektivitas Menurut Emitai tzioni (Indrawijawa,2010:187)
	1. Adaptasi
	1. Kemampuan sumber daya manusia
2. Pelatihan sumber daya manusia

	
	2. Integrasi
	1. Sosialisasi
2. Komunikasi antar pegawai

	
	3.Motivasi
	1. Sarana dan prasarana
2. Bantuan teknis

	
	4.Produksi
	1. Input output
2. Proses



3.5 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan relibilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek

penelitian. Dalam hal ini reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. (Sugiyono, 2008:276)
3.6 Teknik Analisis Data

Dari gambar di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis data yaitu :
1) Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara,observasi lapangan. kajian pustaka dan dokumentasi dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan seperti kamera dan handphone unuuk merekam suara. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran komentar, dan sikap peneliti itu sendiri.
2) Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur adukannya dengan pikiran peneliti.
3) Pembuatan Koding

Di tahap ini peneliti membaca seluruh data yang telah ditranskrip. Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode.
4) Kategorisasi Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori".
5) Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.

6) Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan Ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain.
7) Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan. Setelah dilakukan analisis data, perlu dilakukan uji keabsahan data atau bisa juga disebut uji validitas dan reliabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.
Validitas internal dalam penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian melakukan membercheck, yaitu proses pengecekan data-data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

3.7 Jadwal Penelitian

Lokasi yang penulis lakukan adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jl. Sunan Kalijaga, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Dengan alasan sebagai berikut :
a. Merupakan Instansi yang berwenang terkait Upaya Pelayanan publik berdasarkan undang – undang No. 25 Tahun 2009 dalam suatu proses pelayanan yang dilakukan di dalam kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Banyaknya sumber-sumber atau data penelitian yang mudah didapat.

c. Letak yang strategis dan sangat terjangkau oleh penulis, selama dalam penyusunan Skripsi.
Lamanya penelitian adalah 5 (lima) bulan terhitung mulai dari pertanggal 1 Maret 2023 sampai 8 Juli 2023 dengan untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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